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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan atau disparitas antara
putusan pidana Tindak Pidana Korupsi dalam pengadilan negeri Jakarta dan juga
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan disparitas sangsi pidana dalam vonis tindak
pidana Korupsi. Serta mekanisme yang mengatur majelis hakim dalam menempatkan
keadaan terdakwa sebagai alasan peringan putusan pidana. Terdapat dua putusan tindak
pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap dua kasus yang sama.
Apabila putusan hakim dalam menangani suatu perkara tindak pidana, dinilai tidak
mencerminkan keadilan. Terutama pada konteks perkara tindak pidana korupsi yang sudah
disematkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary crime). Diskresi hakim
dalam menentukan berat-ringannya sangsi pidana menjadi akar penyebab disparitas pidana.
Tentu hal ini pula yang melatar-belakangi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap
sistem penegakkan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan
pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini
diuraikan beberapa permasalahan disparitas sangsi pidana yang diambil dari dua case
berbeda terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari
Dan Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Hasil penelitian ini menyimpulkan perlu adanya
perbaikan pedoman pemidanaan agar memberikan guidence yang jelas bagi hakim dalam
menjatuhkan sangsi pidana dimasa depan.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Disparitas, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the gap or disparity between criminal decisions
on Corruption Crimes in the Jakarta District Court and also to determine the factors that
cause disparities in criminal sanctions in the verdicts of criminal acts of corruption. As
well as the mechanism that regulates the panel of judges in placing the defendant's
condition as a reason for reducing criminal decisions. There are two corruption decisions
that impose different sentences on the same two cases. If the judge's decision in handling a
criminal case, it is considered not to reflect justice. Especially in the context of corruption
cases that have been pinned as an extraordinary crime (extra-ordinary crime). The judge's
discretion in determining the severity of criminal sanctions is the root cause of criminal
disparities. Of course this is also the background of the loss of public confidence in the law
enforcement system. This research is a normative juridical research, with a statutory and
conceptual approach. In this study, several problems of disparity in criminal sanctions are
described which were taken from two different cases related to corruption committed by
Pinangki prosecutors Sirna Malasari and Angelina Patricia Pingkan Sondakh. The results
of this study conclude that there is a need to improve sentencing guidelines in order to
provide clear guidance for judges in imposing criminal sanctions in the future.
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A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini, ketimpangan putusan pidana membawa polemik persoalan
tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan hukuman di satu sisi
merupakan bentuk diskresi hakim (judicial discretion) dalam mengambil keputusan,
namun di sisi lain perbedaan hukuman tersebut juga menimbulkan ketidak-puasan di
kalangan terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Disparitas pidana dapat
disebabkan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same
offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan
tanpa dasar pembenaran yang jelas.! Muncul stigma dan opini negatif masyarakat
terhadap lembaga peradilan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Tindak Pidana Korupsi
merupakan salah satu kejahatan yang menjadi masalah terbesar di Indonesia. Serta
berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus
penyuzapan memiliki angka yang cukup besar yakni 750 kasus dari kurun waktu 2004-
2021.

Disparitas atau kesenjangan pidana terhadap kasus pemidanaan (sentencing atau
straftoemaeting) merupakan bagian penting dari hukum pidana karena semua peraturan
hukum pidana pada akhirnya berpuncak pada pemidanaan.® Perubahan Filosofi Hukuman
yang dahulu hanya berorientasi pada pembalasan, kini beralih seiring upaya rehabilitasi
dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang melekat pada keadaan pelaku yang
ternyata sering menyebabkan masalah disparitas pidana terhadap pelanggaran yang
standar atau ruang lingkup hukumannya belum ditetapkan tentang keseriusan
kejahatannya.

Penegakan hukum pidana pada puncak pembuktian kebenaran materil berada di
tangan ketua hakim pada saat dilakukan penyidikan hingga pada akhirnya diambil
keputusan. Jika kesalahan melakukan suatu kejahatan terbukti secara meyakinkan
sebagaimana digugat oleh penuntut umum, maka dengan keyakinannya hakim akan
mengeluarkan perintah sangsi. Sebagai contoh beberapa keputusan dalam kasus
pelanggaran makar telah menghasilkan hukuman yang tidak equal serta tanpa alasan-
alasan yang jelas. Sementara perlu diingat bahwa independensi hakim dapat pula
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Maka seharusnya seorang hakim tetap
berpedoman pada perkembangan proses peradilan yang diatur melalui ketentuan Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan, yang menjelaskan
bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
peradilan, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sebagai contoh dalam kasus dua kasus ini yaitu tindak pidana korupsi jaksa
Pinangki dengan nomor putusan 10/Pid.Sus-TPK/2021 dengan kasus tindak pidana
korupsi Angelina Sondakh dengan nomor putusan 1616 K/Pid.Sus/2013. Keduanya ini
memiliki disparitas atau kesenjangan dalam putusan pemidanaannya yang pada pokoknya
mengurangi masa tahanan terdakwa tindak pidana korupsi Pinangki. Sebab terdapat
persoalan cukup menarik dari dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi pada tingkat
banding tersebut sebagai alasan peringan putusan pidana yang diterima oleh jaksa
Pinangki. Salah satu poin dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan ; bahwa
terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia 4 tahun) layak
diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam
masa pertumbuhannya. Serta bahwa terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian,
perlindungan dan diperlakukan secara adil. Hal tersebut berhasil memangkas hukuman
Pinangki pada pengadilan negeri tingkat pertama yang sebelumnya dijatuhi vonis pidana
penjara selama 10 tahun menjadi 4 tahun.

Berbeda dengan apa yang dialami oleh Angelina Sondakh beberapa tahun

sebelumnya. Pada pengadilan tinggi tingkat kasasi, Mahkamah agung justru memperberat

! Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara
Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, Jakarta 2014

2 Komisi Pemberantasan Korupsi, https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-
jenis-perkara

% H. Eddy Djunaidi Karnasudirja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan
Narapidana,Pengadilan Kudus, 1983, Jakarta, him. 1

244



hukumannya yang semula 4,5 tahun menjadi 12 tahun penjara. Majelis hakim sama sekali
tidak mempertimbangkan keadaan terdakwa Angelina Sondakh yang juga memiliki anak
balita dan juga seorang wanita. Dampak dari disparitas pidana ini merupakan akibat dari
keputusan hakim yang menimbulkan pandangan ketidak adilan bagi terdakwa dan
masyarakat yang turut memantau kasus ini.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum yang mana sesuai dengan
ketentuan pasal ini mengatur bahwa negara Indonesia menjalankan negaranya
berdasarkan hukum sehingga menjalankan negara ini menggunakan kekuasaan tidak
benar adanya.* Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di jelaskan diatas maka
penulis tertarik mengangkat kasus ini ke dalam kajian ilmiah kami yang berjudul
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

B. Rumusan masalah
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat putusan pemidanaan
terhadap kasus tindak pidana korupsi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI
yang menimbulkan disparitas dalam putusan pidana?
2. Bagaimana suatu kebijakan mengatur pencegahan disparitas dalam putusan
pidana korupsi di Indonesia ?

C. Metode penelitian

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan tersebut
digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan5 objek kajian khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor
10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan Putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013 yang
didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lain
yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan
objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka
teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

D. Tinjauan pustaka

Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). Studi Atas Disparitas
Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi., berisi seluk beluk
gambaran yang lebih dalam tentang peran yang dapat dimainkan oleh Mahkamah
Agung, Kejaksaan Agung, KPK dan lembaga lain untuk kepentingan penilaian
yang lebih proporsional dalam kasus korupsi dan untuk gerakan pemberantasan
korupsi, penerapan hukuman yang berat dan proporsional masih diyakini
memiliki efek. tindakan peradilan akan menentukan efek jera bagi para pelaku
korupsi. untuk mengambil alih benda fidusia di tangan debitur, apalagi jika
berhadapan dengan debitur yang tidak beritikad baik.

Tindak pidana merupakan pengertian yuridis, berbeda dengan istilah
kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis atau krimonologis. Menurut Van
Bemmelen, kejahatan dalam arti krimonologis adalah setiap perlakuan yang
bersifat tindak susila, merugikan, menimbulkan ketidaktenangan dalam
masyarakat sehingga masyarakat berhak untuk mencelanya dan menyatakan
penolakan atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa. Sementara kejahatan dalam
arti yuridis berarti perbuatan jahat yang terwujud dalam peraturan-peraturan
pidana.®

4 Irfan Ardiansyah, Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan
Penanggulangannya), Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2017, HIm. 2
% Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru: Jakarta, 1987, him.17.
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Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau

perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau
orang lain.®

E. Pembahasan

1.

Kasus Posisi

Sebagaimana yang terjadi pada putusan pidana terhadap kasasi
Pinangki di ranah peradilan, dipandang telah mencederai kepercayaan
masyarakat pada institusi peradilan. Kejahatannya dalam kasus ini bisa
dinilai. Pertama, Pinangki membantu suap. Kedua, Pinangki sendiri telah
melakukan korupsi dengan menerima suap, dan bersekongkol mengeluarkan
fatwa. Perbuatan Pinangki telah melanggar hak masyarakat atas peradilan
yang adil, setara dan non-diskriminatif. Sementara itu, keputusan hakim
dinilai tidak tepat. Karena Pinangki adalah protagonis utama dalam kasus ini,
tidak sembarang pion digunakan karena ketidaksetaraan kekuatan gender.
Dalam banyak kasus lain, logika gender ini sangat jarang digunakan. Hal ini
lebih menunjukkan alasan majelis hakim memutuskan perkara Pinangki.
Putusan hakim tersebut tidak didasarkan pada pemahaman bahwa ada
masalah besar ketika perempuan berhadapan dengan hukum.

Kedua, motivational evidence, yaitu hakim dalam memutuskan suatu
perkara harus didasarkan pada pembuktian yang sah di persidangan. Jadi
dengan alat bukti yang sah, masyarakat dapat memberikan kepercayaan
kepada hakim untuk memutuskan suatu perkara. Ketiga, penilaian atas
perbuatan tersangka. Dalam mengambil keputusan, hakim harus bersandar
pada perbuatan tersangka yang dapat dibuktikan secara hukum.

Beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Pinangki telah dibuktikan
secara hukum dan diakui di persidangan sebelumnya. Tentu saja hal itu
menunjukkan ketidak-seimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
hukuman ringan di pengadilan tingkat banding. Oleh karena itu, dapat
dikatakan bahwa hakim dalam melaksanakan pertimbangan hukum tidak
cukup dengan menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Pinangki. Setelah
keluarnya putusan pengadilan tinggi tingkat banding nomor 10/PID.SUS-
TPK/2021 yang pada pokoknya mengurangi masa tahanan terdakwa tindak
pidana korupsi “jaksa” Pinangki. Sebab terdapat persoalan cukup menarik
dari dasar pertimbangan hakim pengadilan tinggi pada tingkat banding
tersebut sebagai alasan peringan putusan pidana yang diterima oleh jaksa
Pinangki.

Sehingga dari uraian tersebut menunjukkan disparitas pidana yaitu :

Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H
Putusan 10/Pid.Sus-TPK/2021
(Vonis 4 Tahun)

Angelina Patricia Pingkan Sondakh
Putusan 1616 K/Pid.Sus-TPK/2013
(Vonis 12 Tahun)

1. Menimbang, bahwa mengenai lamanya
pidana penjara yang dijatuhkan
terhadap Terdakwa oleh Majelis
Hakim Tingkat Pertama menurut
Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu
berat dan dipandang adil apabila
Terdakwa dijatuhi pidana penjara
seperti tersebut dalam amar putusan di

Hal-hal yang memberatkan :

PerbuatanTerdakwa tidak
mendukung program Pemerintah
yang saat ini sedang giat-giatnya
memberantas tindak pidana
Korupsi  akan  tetapi  justru
memanfaatkan jabatannya selaku
Anggota DPR-RI untuk melakukan

® Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, HIm. 231
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bawah ini, dengan pertimbangan- tindak pidana Korupsi ;
pertimbangan sebagai berikut : 2. Perbuatan Terdakwa telah
Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu merenggut hak sosial dan hak
dari anaknya yang masih balita ekonomi masyarakat karena
(berusia 4 tahun) layak diberi anggaran yang telah ditetapkan
kesempatan untuk mengasuh dan tidak sepenuhnya digunakan untuk
memberikan kasih sayang kepada kepentingan masyarakat ;

anaknya dalam masa pertumbuhannya. |3. Terdakwa yang merupakan wakil

Bahwa Terdakwa sebagai wanita harus
mendapat perhatian, perlindungan dan
diperlakukan secara adil.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak
terlepas dari Keterlibatan pihak lain
yang turut bertanggung jawab,
sehingga kadar kesalahannya
mempengaruhi putusanini ;

rakyat dan public figure justru tidak
memberikan teladan yang baik
kepada masyarakat ;

4. Terdakwa tidak mengakui dan tidak

menyesali perbuatannya ;

Hal — hal yang meringankan :

Bahwa tuntutan pidanaJaksa / Penuntut |1. Terdakwa bersikap sopan di
Umum selaku pemegang azas Dominus persidangan ;
Litus yang mewakili negara dan |2. Terdakwa mempunyai tanggungan
pemerintah dianggap telah keluarga yakni seorang anak yang
mencerminkan rasa keadilan masih kecil ;
masyarakat 3. Terdakwa belum pernah dihukum

dan relatif masih berusia muda

sehingga diharapkan
memperbaiki diri ;

dapat

Salah satu poin dalam amar putusannya, hakim mempertimbangkan ;
bahwa terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita (berusia
4 tahun) layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan member kasih saying
kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya. Serta bahwa terdakwa sebagai
wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil.
Hal tersebut berhasil memangkas hukuman Pinangki pada pengadilan negeri
tingkat pertama yang sebelumnya dijatuhi vonis pidana penjara selama 10
tahun menjadi 4 tahun. Bandingkan dengan apa yang dialami oleh Angelina
Sondakh beberapa tahun sebelumnya. Pada pengadilan tinggi tingkat kasasi,
Mahkamah agung justru memperberat hukumannya yang semula 4,5 tahun
menjadi 12 tahun penjara. Majelis hakim sama sekali tidak
mempertimbangkan keadaan terdakwa Angelina Sondakh yang juga memiliki
anak balita dan juga seorang wanita. Perbandingan putusan pidana yang
sangat timpang ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar.

Tentu hal ini bisa dilihat sebagai kurang tegasnya pemerintah dalam
upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi di Indonesia yang
disebabkan oleh beberapa faktor, baik legal maupun non legal. Faktor hukum
yang dimaksud meliputi substansi peraturan undang-undang korupsi yang
tidak mencakup semua kualifikasi untuk kejahatan, ancaman pidana,
hambatan untuk menguji pembalikan dan ketidaksetaraan dalam keputusan
peradilan pidana pengadilan kasus korupsi.

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan pemidanaan terhadap
kasus tindak pidana korupsi Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI
yang menimbulkan disparitas dalam putusan pidana

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan pemidanaan terbagi
menjadi dua yaitu pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non
yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ialah dakwaan Jaksa
Penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dalam persidangan
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dan alat bukti. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis ialah
perbuatan yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan tindakan
pidana ini, akibat dari perbuatan terdakwa, keadaan psikologis, sosial-
ekonomi dan faktor agama’. Selain itu dalam memberikan putusan hakim
juga memperhatikan 3 hal sebagai berikut :

a. Perbuatan
b. Pertanggung Jawaban
c. Kealpaan (Culpa)

Pada konteks pertimbangan hakim dalam memuat alasan-alasan
pemberat dan peringan pada kasus korupsi jaksa Pinangki ini merupakan hal-
hal yang bersifat non-yuridis. Diketahui memang dalam sistem pemidanaan
adanya pengaruh  perkembangan  kesadaran  hukum  masyarakat
mengakibatkan aliran klasik yang rigid dalam sistem pemidanaan mulai
ditinggalkan dan digantikan oleh aliran neo klasik.?

Aliran Kklasik bermaksud membatasi kebebasan hakim dalam
menetapkan jenis pidana dan ukuran pemidanaan yang dikenal dengan sistem
definite sentence. Definite sentence diterapkan dengan tujuan agar penetapan
pemidanaan ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan tidak
boleh sama sekali diizinkan adanya judicial discretion. Sehingga peranan
hakim dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku sangat dikurangi dan
dibatasi. Dalam sistem pemidanaan aliran klasik, pidana yang ditetapkan oleh
undang-undang tidak mengenal sistem peringan dan pemberatan yang
berhubungan dengan faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-
kejahatan yang telah dilakukannya terdahulu maupun keadaan - keadaan
khusus dari perbuatan atau kejahatan yang dilakukan.®

Sedangkan berbeda dengan sistem pemidanaan dalam aliran neo
klasik yang memberikan kewenangan pada hakim untuk menetapkan pidana
penjara antara batas minimum dan maksimum yang telah ditentukan dalam
undang-undang (indefinite sentence).!® Secara teoretis indefinite sentence
dimaksudkan agar pembentuk undang - undang hanya menentukan alternatif-
alternatif dalam batas - batas minimum dan maksimum ancaman pidana.

Sebagaimana dalam konteks peraturan tindak pidana korupsi,
indeterminate sentence terdapat pada pasal 2 ayat (1) undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi. “ Setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 'Secara historis aliran neo Kklasik ini
menginspirasi kinerja sistem peradilan pidana pada abad ke 19 hingga kini.
Ditandai dengan direvisinya code penal prancis pada tahun 1791 yang dibuat
oleh Beccaria. Revisi ini memasukkan pengakuan terhadap keadaan-keadaan
yang meringankan pelaku dan diskresi pengadilan (Judicial discretion) dalam
sistem pemidanaan.'? Berkaitan dengan hal ini ada sebuah doktrin hukum

"Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia, Uii Press, Yogyakarta, 2013, HIm.
109

8 Hiariej, Eddy Os. Hukum Pidana, Universitas Terbuka, Tanggerang Selatan, 2016, HIm.

8

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Prenada Media, 2016.
Him. 62

1% Hiariej, Op. Cit., HIm. 39

1 Hiariej, Eddy OS. Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka, 2016. HIm.
465-466
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“Res Judicate Pro Veritate Hebetur”. Doktrin ini menegaskan bahwa apa
yang diputus oleh Hakim itu benar walaupun sesungguhnya tidak benar,
sehingga mengikat sampai tidak dibatalkan oleh pengadilan lain.*3

Doktrin hukum diatas menempatkan Pengadilan yang dinahkodai
hakim sebagai titik sentral konsep negara hukum. Dalam pasal 12 ayat (2)
KUHP juga ditegaskan bahwa: “Hakim mempunyai kebebasan untuk
memilih beratnya pidana (Strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang
ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya”.
Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan
yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana.
Ketentuan demikian tercantum pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan
dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 14

Hal itu selaras dengan tujuan pemidanaan yang relevan menurut
Cesare beccaria adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan, dan
bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (the purpose of punishment
is to deter persons from the commission of crime and not to provide social
revenge)’®. Perubahan paradigma tersebut turut mengubah filosofi hukuman
yang awalnya berorientasi pada tujuan retributif, yang menjadikan
pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang dilakukan
seseorang. Perlahan beralih kepada pemidanaan yang lebih mengedepankan
koreksi dan rehabilitasi pelaku agar dapat memperbaiki perilakunya hingga
dapat dipersiapkan kembali bersosialiasi secara baik ditengah masyarakat.
Maka konsekuensinya hakim memiliki peranan yang amat sentral dalam
menilai dan memutuskan sangsi pidana yang layak di terima oleh pelaku
kejahatan. Beberapa pertimbangan biologis, sosiologis, psikologis yang
melekat pada keadaan pelaku mungkin saja akan diajukan sebagai alasan-
alasan peringan putusan pidana. Namun disisi lain hal itu bisa menjadi celah
timbulnya disparitas putusan pidana.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya
disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi bersumber dari diri hakim
dikarenakan hakim didalam memeriksa suatu perkara khususnya perkara
korupsi, menggunakan pertimbangan-pertimbangan sebelum memutus
perkara tersebut.

Kewenangan hakim yang luas ini setidaknya menjadi faktor yang
sangat signifikan terjadinya disparitas putusan pidana. Sistem peradilan
pidana (criminal justice system) seperti ini, tentu sangat rentan adanya kritik
dari masyarakat apabila putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan yang
diharapkan.

Kebijakan pengaturan pencegahan disparitas dalam putusan pidana
korupsi di Indonesia
Seperti  dikemukakan sebelumnya, di Indonesia disparitas
pemidanaan sering dikaitkan dengan independensi hakim, pertimbangan
atas baik-buruknya keadaan terdakwa dan kebijakan peradilan pidana.
Maka gagasan untuk mengembangkan dan memperbaiki pedoman
pemidanaan merupakan urgensi yang dipandang mampu mengurangi

13 Krishnanda, Theo. Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Kasus Wisma Atlet (Studi Putusan No. 1616 K/Pid. Sus/2013 & No. 2223 K/Pid.
Sus/2012). Diss. Fakultas Hukum, 2015. HIm.6

14 Trisia, Siska. “Pemberatan Pemidanaan pada Kasasi di Mahkamah Agung (Analisis
Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 1616k/pid.sus/2013 dengan terpidana Angelina
Sondakh)” Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi , 2015. HIm. 176

5Cesare  Beccaria, Mar, Cesare Marchese Di Beccaria, And Cesare
Beccaria. Beccaria:'On Crimes And Punishments' And Other Writings. Cambridge University

Press, 1995. HIm. 31
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subjektivitas hukum pidana. Pedoman pemidanaan dilihat sebagai
pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan.*®
Keputusan hakim memang rentan memiliki kemungkinan yang dapat
disalah-gunakan. Sehingga pedoman pemidanaan dianggap jalan terbaik
untuk membatasi kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara tindak
pidana korupsi.

Disebabkan perumusan sangsi pemidanaan dalam sistem hukum
pidana kita yang menghendaki adanya rentang jarak antara sangsi pidana
minimum dan sangsi pidana maksimum, maka konsekuensinya disparitas
putusan pidana sangat sulit dihindari. Namun setidaknya dapat
diminimalisir melalui berbagai kebijakan pemidanaan yang dapat
membatasi kebebasan hakim dalam membuat putusan pidana.

Kebijakan putusan pengadilan oleh Majelis Hakim memang harus
didasari oleh fakta-fakta yang digunakan, untuk mempertimbangkan berat
ringannya pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP
dapat disimpulkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat “Pasal
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau
tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa”. Namun persoalannya keadaan apa saja yang
dimaksud dapat meringankan dan memberatkan tersebut, Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara rinci hal-
hal yang dijadikan tolak ukur nya. Sehingga penentuan pemberatan dan
peringan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam memutus suatu
perkara berdasarkan fakta-fakta yang digali dalam persidangan.’

Didalam Memorie Van Toelichting dari Wetboek van strafrecht
(KUHP) tahun 1886, juga dijabarkan ketentuan pertimbangan berat
ringannya pidana yang disebutkan sebagai berikut: “ Dalam menentukan
tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus
memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang
dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak
apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian
apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si
pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu
langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukan merupakan suatu
perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang
sebelumnya sudah tampak.*®

Sebenarnya Mahkamah Agung memiliki beberapa kebijakan untuk
meminimalisir terjadinya disparitas putusan. Tepatnya pada tanggal 29
Desember 2009 Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim.
Didalam poin 2 terkait dengan pembinaan terhadap para Hakim tingkat
pertama, diperintahkan agar Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Menjaga terjadinya
disparitas dimaksudkan bertujuan supaya Ketua Pengadilan Tingkat
Banding agar dapat mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam
pemberian putusan.'® Selain itu dalam pencegahan disparitas putusan
pada konteks pidana korupsi. Mahkamah Agung juga telah

®Hany, Nicolas. Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Semarang. Diss. UAJY, 2015. HIm. 7
17 Siska Trisia, Loc. Cit
%8 Ibid.,HIm 175
1 Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T, Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan
Perkara Tindak Pidana Korupsi, Policy Paper, Jakarta 2014, HIm 42
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mengeluarkan PERMA ( Peraturan Mahkamah Agung ) No 1 tahun 2020
tentang PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3
UNDANG - UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI. Pada pasal 5 terdapat ketentuan bahwa “dalam
menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus
mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai
berikut:

a. Kategori kerugian keuangan Negara atau
perekonornian negara;

b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;

c. rentang penjatuhan pidana;

d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan
meringankan;

e. penjatuhan pidana; dan

f. ketentuan lain yang berkaitan dengan
penjatuhan pidana.

Tahapan - tahapan itu lebih lanjut dijabarkan didalam lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah
Agung ini. Terdapat persoalan menarik berkaitan keadaan-keadaan yang
memberatkan dan meringankan yang diatur pada pasal 13 PERMA
tersebut, jika dihubungkan dengan pertimbangan meringankan yang
dikemukakan hakim pada putusan pidana Pinangki.

Yakni pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa “ dalam menjatuhkan
pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan
dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan
jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran
Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Mahkamah Agung ini”. Kemudian ayat 2
menjelaskan bahwa “Hakim dapat mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat
kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah
diatur pada ayat (1)”.

Namun jika ditelisik secara detail didalam Lampiran
Tahap IV yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari
ketentuan pasal 13 tersebut. Kita akan menemukan sedikit
kejanggalan jika dikaitkan dengan salah satu pertimbangan
peringan Majelis Hakim pada tingkat banding terhadap
putusan pidana Pinangki. Didalam Lampiran Tahap IV
tercantum jelas beberapa poin indikator keadaan yang dapat
memperberat putusan pidana :

a. Keadaan yang memberatkan antara lain:

1.
nnterdakwa pernah melakukan tindak pidana
sebelumnya;

2.
erdakwa tidak kooperatif dalam menjalani
proses peradilan;

3.
erdakwamencobamenghilangkan/menyembunyi
kan/merusak alat bukti;

4,
erdakwa telah menggunakan hasil tindak
pidana; dan/ atau

5.

erdakwa merupakan aparat penegak hukum atau
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aparatur sipil negara;

Pidana Pinangki salah satu poin pertimbangan yang
meringankan yaitu Majelis hakim memandang bahwa
tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum selaku pemegang
azas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah
dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Sedangkan disisi lain Lampiran Tahap |V diatas secara
eksplisit memberikan penegasan bahwa status sebagai aparat
penegak hukum dan aparatur sipil negara yang melekat pada
jaksa Pinangki seharusnya menjadi faktor pemberat putusan
pidana.

Berkaitan dengan status Pinangki sebagai pejabat
negara, sebenarnya pembaruan hukum pidana melalui
rancangan Kkitab undang - undang hukum pidana (R-KUHP)
juga sudah mencantumkan pedoman pemidanaan yang
menjabarkan tentang faktor yang mempemberat pidana.
Ketentuannya terdapat pada Bab 4 pasal 58 ayat a yang
berbunyi “pejabat yang melakukan tindak pidana sehingga
melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan
tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena
Jabatan”. Namun sayangnya R-kuhp yang memuat pedoman
pemidanaan ini belum disahkan, sehingga ketentuan
didalamnya tidak dapat berlaku. Sekali lagi hal ini
memperlihatkan meskipun secara tekhnis disparitas putusan
pidana sudah berusaha diminimalisir melalui adanya
pedoman pemidanaan Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) No 01 tahun 2020 atau beberapa kebijakan
pemidanaan yang lain.

Namun disisi lain masih saja mengandung kelemahan-
kelemahan berhubung dengan adanya “judicial discretion”
yang terlalu luas karena tidak adanya ‘sentencing
standard”.?° Disebabkan Majelis Hakim masih dimungkinkan
untuk mempertimbangkan  keadaan-keadaan  yang
memberatkan dan meringankan lainnya yang bersifat
kasuistis. Menurut Marcus Priyo Gunarto, guru besar fakultas
hukum universitas Gajah Mada. Disparitas pidana dapat dicegah
dengan membentuk sentencing institute atau sentencing council. Ini
adalah sebuah lembaga yang bisa menjadi mitra hakim untuk kajian
putusan, berdiskusi dan merumuskan kebijakan yang objektif dalam
pemidanaan dan merumuskan Kriteria pemidanaan. 2* Hal itu semoga saja
akan mampu menjadi bahan koreksi dan evaluasi politik hukum pidana
kita agar menjadi perbaikan dimasa depan.

F. Penutup
1. Kesimpulan
Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi
yang menimbulkan ketimpangan dalam putusan. Pertimbangan meliputi:
a. Pertimbangan Hukum atau Latar Belakang Hukum.
Banyak undang-undang yang telah diundangkan sama sekali tidak
mencerminkan efektivitasnya, karena isinya terlalu simbolis tanpa tujuan
instrumental.

20 |bid.
2L Hukum online, https://www.hukumonline.com/berita/baca/It6173f46b66ccc/sentencing-council--
peluang-ky-mengawal-konsistensi-putusan-hakim/



b. Perhatikan modus operandinya
Pahami modus operandinya sehingga Anda dapat mengidentifikasi
korupsi secara akurat.

c. Pertimbangan Manfaat Hukum
Kesadaran hukum masyarakat dan ketatanegaraan harus terus dibangun
dan dikembangkan melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan
penegakan hukum vyang benar untuk menumbuhkan kesadaran
menghormati dan taat, yang pada gilirannya akan berkembang dalam
masyarakat yang berbudaya hukum

2. Saran
Diharapkan hakim juga memeriksa dan memutuskan kasus korupsi dengan
penyertaan/turut, yang memiliki ciri dan karakteristik yang sama, mulai dari
dakwaan, penuntutan, penyidikan barang bukti dan saksi saksi yang diduga
diperiksa dan diputus oleh majelis hakim sehingga tidak jadi disparitas terhadap
putusan kasus tindak pidana korupsi.
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